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ABSTRAK 
 
Muhammad Hammam. E0013281. 2017.PERMOHONAN KASASI 
PENUNTUT UMUM KARENA PENGABAIAN ALAT BUKTI SURAT 
DAN PETUNJUK SERTA PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS 
TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN (STUDI PUTUSAN 
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2372 K/PID.SUS/2015). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai apakah permohonan Kasasi 
Penuntut Umum karena Judex Facti mengabaikan alat bukti surat dan petunjuk 
dalam perkara pembakaran lahan telah sesuai Pasal 253 KUHAP dan 
pertimbangan Hakim Agung memutus mengabulkan Kasasi dan menjatuhkan 
pidana sesuai tuntutan Penuntut Umum telah sesuai Pasal 256 KUHAP. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. 
Jenis dan sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. Teknik analisis bahan hukum dengan metode deduktif silogisme yang 
menghubungkan premis mayor yang merupakanaturanhukum dan premis minor 
yang merupakanfaktahukum yang kemudianselanjutnya ditarik konklusi. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan hukum yang tidak 
sebagaimana mestinya dan diabaikannya hukum pembuktian oleh Pengadilan 
Negeriyaitu pengabaian alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di 
persidangan sebagai alasan Kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 
KUHAP. Dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan 
Kasasi dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa pelaku pembakaran lahan 
telah sesuai Pasal 256 KUHAP, Putusan Pengadilan Negeri telah dibatalkan dan 
mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembakaran lahan. 
 
Kata Kunci: Kasasi,Penuntut Umum,PengabaianAlatBukti,PembakaranLahan. 
viii 
 
 
ABSTRACT 
 
Muhammad Hammam. E0013281. 2017. PETITION FOR CASSATION 
PROSECUTOR BECAUSE OF A DISREGARDING THE LETTER OF 
EVIDENCE AND CLUES AS WELL AS CONSIDERATION OF THE 
JUDGES BREAK THE CRIMINAL ACTS OF BURNING LAND(STUDY of 
the SUPREME COURT VERDICT NUMBER 2372 K/PID. SUS/2015). Faculty 
of Law, SebelasMaret University Surakarta. 
 
This research examines the issues regarding whether the petition for 
Cassation Prosecutor because Judex Facti ignores evidence of the letter and 
cluesin the case of land burning according to article 253 Criminal Procedure 
Code. 
This research is the normative legal research that is both prescriptive and 
applied. The approach used is to approach the case. Type and source material 
primary law is the law and legal materials are secondary.Legal materials analysis 
techniques with the method of deductive syllogisms that connects the major 
premise is the rule of lawandthe minor premise that is a fact of law later next 
drawn conclusion. 
The results of this study showed that application of the law that do not 
properly and ignored the law of proof by the courts of the country is disregarding 
the letter of evidence and clues are revealed in the trial as a reason of Cassation 
Prosecutor has in accordance with article 253 Criminal Procedure Code. And 
Supreme Court consideration in granting the petition for Cassation and dropped 
a criminal Defendant to the arsonists were in accordance with article 256 of the 
land Code of Criminal Procedure, The verdict of the District Court was cancelled 
and judge themselves by stating that the defendant is proven legally and 
convincingly guilty of committingCriminal act of burning land. 
 
Keywords: cassation, public prosecutor, disregarding of evidence, burning land.
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Pembakaran lahan yang sering terjadi di Indonesia menyebabkan 
pencemaran lingkungan yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini bertentangan 
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan. 
Kebakaran hutan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari buruknya pola kebijakan 
peruntukan lahan dan hutan di negeri ini. Kebakaran rutin hutan selama satu 
dekade ini tidak semata-mata dikarenakan perubahan mata rantai ekologis. Namun 
dipengaruhi oleh unsur kesengajaan pelaku usaha perkebunan skala besar dalam 
pembukaan lahan (Erdiansyah, 2015: 139).  
Lahan adalah suatu lingkungan fisik terdiri atas tanah, iklim, relief, 
hidrologi, vegetasi, dan benda-benda yang ada di atasnya yang selanjutnya semua 
faktor-faktor tersebut mempengaruhi penggunaan lahan, termasuk di dalamnya 
juga hasil kegiatan manusia, baik masa lampau maupun sekarang. Sedangkan, 
Pengertian Hutan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Hutan, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan 
lahan berisi sumberdaya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan 
alam lingkungannya yang satu dan yang lain tidak dapat dipisahkan. Hutan 
merupakan bagian dari lahan dengan fungsi dan peranan yang khusus menjadi 
bagian yang memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem 
dan lingkungan terutama dalam menjaga ketersediaan air dan oksigen. 
Pasal 1 Undang-Undang Kehutanan menjelaskan bahwa “Hutan wajib 
disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal serta  dijaga kelestariannya untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun 
mendatang”. Dengan demikian, fungsi hutan pada hakekatnya merupakan modal 
alam (natural capital)  yang harus ditransformasikan menjadi modal nyata (real 
capital) bangsa Indonesia yang bertujuan, untukmelestarikan lingkungan hidup, 
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meningkatkan nilai tambah pendapatan, mendorong ekspor non  migas dan gas 
bumi, menyediakan lapangan pekerjaan dan mendorong pembangunan sektor-
sektor usaha non kehutanan. 
Salah satu perusakan lingkungan yang marak terjadi adalah pembakaran 
lahan  atau  hutan. Kebakaran hutan dilakukan secara sengaja dan menjadi salah 
satu bagian penting dari masalah kehutanan dan perkebunan Indonesia (Popi 
Tuhulele, 2014: 120). Pembakaran lahan adalah proses, cara, perbuatan membakar 
semak belukar  atau  padang rumput yang kering untuk keperluan pertanaman 
rumput baru  atau  untuk memudahkan pengolahan tanah. Kebakaran hutan saat 
ini menjadi masalah utama yang harus diperhatikan. Menurut sejarahnya, 
kebakaran hutan terutama hutan tropika basah (tropical rain forest) di Indonesia 
terjadi sejak abad ke 18 (Aji Prasetyo , Pujiyono dan Amiek Soemarmi,2013: 
2).Sejalan dengan pertambahan penduduk, tuntutan pertumbuhan ekonomi, dan 
lemahnya sistem pengelolaan hutan di Indonesia, mengakibatkan tekanan 
terhadap hutan terus meningkat dan hampir tidakterkendali. World Bank tahun 
1994 melaporkan bahwa laju perusakan hutan di Indonesia dalam kurun waktu 25 
tahun terakhir mencapai 0,9 juta hektar pertahun, sementara Program Inventarisasi 
Hutan Nasional, Departemen Kehutanan mengungkapkan laju perusakan hutan 
ratarata mencapai 0,8 juta hektar pertahun (Doni Nandika, 2005: 4). 
Pembakaran lahan termasuk salah satu tindak pidana yang diatur dalam 
Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seseorang dapat 
dikatakan bersalah atau tidak bersalah telah melakukan tindak pidana pembakaran 
lahan berdasarkan dari Putusan Hakim. Putusan Hakim adalah puncak dari suatu 
perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim sehingga Hakim dalam 
membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya dan 
diperlukan kehatian-hatian serta, menghindari ketidakcermatan yang bersifat  
formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya 
(Ahmad Rifai, 2010:94). 
Terkait dengan Putusan Hakim dalam memutus suatu perkara apabila hukum 
tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh Hakim Pengadilan Negeri, Penuntut 
Umum dan Terdakwa mempunyai hak untuk dapat mengajukan upaya hukum. 
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Pasal 1 angka 12 KUHAP yang dimaksud dengan upaya hukum adalah Hak 
Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima Putusan Pengadilan yang 
berupa perlawanan atau banding atau Kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan 
permohonan peninjauan kembali dalam hal serta merta menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang ini. 
Kasasi merupakan hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak 
menerima Putusan Pengadilan pada tingkat akhir dengan cara mengajukan 
permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan 
Pengadilan dengan alasan bahwa putusan yang dimintakan penerapan hukumnya 
tidak semestinya, cara mengadilinya tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
undang-undang dan pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (Harun M. 
Husein, 1992:47-48). 
Sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 
kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 
sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan 
bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pasal 184 ayat (1) KUHAP 
menjelaskan bahwa Alat Bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, 
surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. 
Pembuktian berdasarkan Undang-Undang dalam menentukan salah atau 
tidaknya seorang Terdakwa harus terdapat 2 (dua) komponen, yaitu: 
1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dengan alat-alat bukti yang sah 
menurut Undang-Undang; 
2. Keyakinan Hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat 
bukti yang sah menurut Undang-Undang. 
Menurut Pasal 184 ayat (1) alat-alat bukti sah yaitu sebagai berikut: 
1. keterangan saksi;  
2. keterangan ahli;  
3. surat;  
4. petunjuk;  
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5. keterangan terdakwa. 
Hasil pembuktian dengan alat-alat bukti menurut Pasal 184 ayat(1) KUHAP 
apabila  tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, 
maka Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya apabila kesalahan 
Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 
ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim 
akan menjatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang diancamkan. 
Terkait putusan tindak pidana pembakaran lahan yang akan dikaji, 
Terdakwa I Kardomo alias Domo bin Usup bersama dengan Terdakwa II Ali 
Usman bin Yakni pergi menuju ke areal Kawasan Hutan Konserfasi/Hutan 
Moratorium PT Bumi Mekar Hijau (BMH) dan membawa alat-alat berupa mesin 
penggerek kayu, derigen berisi bahan bakar minyak premium dan korek api gas 
warna merah. Sesampainya di tempat tersebut para terdakwa langsung membakar 
rumput dan kayu-kayu yang tumbuh dan yang berada di lahan tersebut yang 
kemudian menimbulkan kebakaran lahan seluas 6100 hektar serta menimbulkan 
asap yang berakibat pencemaran lingkungan hidup yaitu kerusakan ekosistem 
baik tumbuhan, hewan dan lingkungan. Dalam hal ini penulis menemukan 
penerapan hukum yang tidak semestinya yaitu adanya pengabaian alat bukti surat 
dan petunjuk. 
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji 
lebih dalam mengenai permohonan Kasasi Penuntut Umum karena pengabaian 
alat bukti surat dan petunjuk serta pertimbangan Hakim memutus tindak pidana 
pembakaran lahan ke dalam penulisan hukum dengan judul: “PERMOHONAN 
KASASI PENUNTUT UMUM KARENA PENGABAIAN ALAT BUKTI 
SURAT DAN PETUNJUK SERTA PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS 
TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN (STUDI PUTUSAN 
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2372 K/PID.SUS/2015)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 
masalah yang akan dikaji dalam penelusin hukum ini adalah sebagai berikut: 
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1. Apakah permohonan Kasasi Penuntut Umum karena Judex Facti mengabaikan 
alat bukti surat dan petunjuk dalam perkara pembakaran lahan telah sesuai 
Pasal 253 KUHAP? 
2. Apakah pertimbangan Hakim Agung memutus mengabulkan Kasasi dan 
menjatuhkan pidana sesuai tuntutan Penuntut Umum telah sesuai Pasal 256 
KUHAP? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 
yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan Objektif 
a. Mengetahui apakahpermohonan Kasasi Penuntut Umum karena Judex 
Facti mengabaikan alat bukti surat dan petunjuk dalam perkara 
pembakaran lahan telah sesuai Pasal 253 KUHAP. 
b. Mengetahui pertimbangan Hakim Agung memutus mengabulkan Kasasi 
dan menjatuhkan pidana sesuai tuntutan Penuntut Umum telah sesuai 
Pasal 256 KUHAP. 
2. Tujuan Subjektif 
a. Memperdalam pengetahuan dan wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum 
khususnya pada bagian Hukum Acara Pidana mengenai pengajuan Kasasi 
dalam perkara tindak pidana pembakaran lahan; 
b. Mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis 
sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu 
dan teori-teori hukum yang diperoleh agar dapat bermanfaat bagi penulis 
serta masyarakat pada umumnya; 
c. Melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam 
Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 
Suatu penelitian hendaknya dapat memberikan manfaat yang berguna baik 
bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang penelitian itu sendiri maupun dapat 
diterapkan dalam praktiknya. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
bagi pengembangan Ilmu Hukum, terutama di bidang Hukum Acara 
Pidana mengenai upaya hukum Kasasi dan pertimbangan Hakim; 
b. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah dan memperkaya literatur, 
referensi dan bahan-bahan informasi ilmiah khususnya dalam dunia 
kepustakaan Hukum Acara Pidana; 
c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-
penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti; 
b. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan 
membentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti 
dalam penerapan ilmu yang diperoleh; 
c. Membantu dan memberikan masukan pengetahuan bagi para pihak yang 
terkait dengan permasalahan yang diteliti, dan berguna bagi para pihak 
yang berminat pada masalah yang sama. 
 
E. Metode Penelitian 
Penelitian hukum adalah suatu kegiatan keilmuan yang dilakukan untuk 
memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi masalah 
hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan 
kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud 
Marzuki, 2014: 60).Metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai 
berikut: 
1. Jenis Penelitian 
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Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif  atau 
penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yang 
berkaitan dengan hukum (legal research) selalu bersifat normatif (Peter 
Mahmud Marzuki, 2014: 55-56). Penulisan hukum ini penulis menggunakan 
jenis penelitian hukum normatif karena ingin mengkaji mengenai permohonan 
Kasasi Penuntut Umum karena pengabaian alat bukti surat dan petunjuk serta 
pertimbangan Hakim memutus tindak pidana pembakaran lahan (studi putusan 
Mahkamah Agung Nomor 2372 K/Pid.Sus/2015) 
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini yaitu preskriptif dan terapan. 
Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif. 
Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum mempelajari gagasan-
gagasan hukum yang bersifat mendasar, universal, umum, dan teoritis serta 
landasan pemikiran yang mendasarinya. Landasan pemikiran itu berkaitan 
dengan berbagai macam konsep mengenai kebenaran, pemahaman dan makna, 
serta nilai-nilai  atau  prinsip-prinsip moral. Objek ilmu hukum adalah 
koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan 
norma hukum serta koherensi antara tingkah laku (act) bukan perilaku 
(behavior) individu dan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-42). 
3. Pendekatan Penelitian 
Terdapat beberapa pendekatan di dalam penelitian hukum. Dengan 
pendekatan tersebut, penelitian akan mendapat informasi dan berbagai aspek 
mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang 
(statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis 
(historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan 
pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 
133). 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus 
(case approach). Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan ratio 
decidendi  atau  reasoning dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu 
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yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap dari pertimbangan pengadilan sampai kepada 
suatu putusan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 134).  
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-
sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan 
hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 
autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari 
perundang-undangan, catatan-catatan resmi  atau  risalah dalam pembuatan 
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan sekunder 
berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-
dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-
kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan 
pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 181). Penulis dalam penelitian ini 
menggunakan bahan hukum sebagai berikut: 
a) Bahan Hukum Primer  
1) Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP); 
2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung; 
3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman; 
4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan 
5) Putusan Mahkamah Agung Nomor :  2372 K/Pid.Sus/2015 
b) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku 
teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan 
klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Disamping buku 
teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum 
baik dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal (Peter Mahmud Marzuki, 
2014: 182-183).  
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5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh 
bahan hukum dalam penelitian. Selain itu, dalam hal ini melakukan 
pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kasus, maka pengumpulan bahan hukum berupa putusan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 
238). 
Teknik yang digunakan penulis adalah studi dokumen atau studi 
kepustakaan. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum 
yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis guna mendapat landasan teori 
dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-
undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2014:21). 
6. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode silogisme dengan pola 
pikir deduktif. Logika silogistik dalampenalaran hukummerupakan premis 
mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. 
Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan  atauconclusion  
atau  kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89-90). 
Penelitian ini, penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai premis 
mayor sedangkan premis minor adalah fakta hukum dalam putusan 
Mahkamah Agung selanjutnya ditarik kesimpulan bahwapermohonan Kasasi 
Penuntut Umum karena Judex Facti mengabaikan alat bukti surat dan 
petunjuk dalam perkara pembakaran lahan telah sesuai dengan Pasal 253 
KUHAP dan kesesuaian pertimbangan Hakim Agung memutus mengabulkan 
Kasasi dan menjatuhkan pidana tuntutan Penuntut Umum telah sesuai dengan  
Pasal 256 KUHAP.  
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F. Sistematika Penulisan Hukum 
Adapun sistematika penulisan hukum yang menjabarkan gambaran secara 
menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang disusun ini adalah 
sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan 
hukum. 
BAB IITINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini penulis menguraikan menjadi dua bagian yaitu kerangka teori yang 
meliputi tinjauan tentang Kasasi, tinjauan tentang Penuntut Umum, tinjauan 
tentang pembuktian dan alat bukti, tinjauan tentang pertimbangan hakim dan 
tinjauan tentang tindak pidana pembakaran lahan. Dankerangka pemikiran yang 
digunakan alur berfikir penulis yang berupa bagan untuk memberikan pemahaman 
menampilkan bagan untuk mempermudah pemahaman. 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan 
rumusan masalah yaitu apakah permohonan Kasasi Penuntut Umum karena Judex 
Facti mengabaikan alat bukti surat dan petunjuk dalam perkara pembakaran lahan 
telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP dan apakah pertimbangan Hakim memutus 
mengabulkan Kasasi dan menjatuhkan pidana sesuai tuntutan Penuntut Umum 
telah sesuai dengan Pasal 256 KUHAP. 
BAB IVPENUTUP 
Bab ini penulis menguraikan secara singkat mengenai simpulan dari 
pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah dan diakhiri dengan saran yang 
didasarkan atas hasil penelitian. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan tentang Kasasi 
a. Pengertian Kasasi 
Menurut J.C.T Simorangkir, bahwa Kasasi adalah suatu alat hukum 
yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa 
kembali putusan-putusan dari Pengadilan-Pengadilan terdahulu, dan ini 
merupakan peradilan terakhir (Simorangkir, 2000:81). Kasasi merupakan 
upaya hukum biasa yang terakhir. Pada KUHAP upaya hukum kasasi 
diatur dalam Bab XVII Bagian Kedua Pasal 244 sampai dengan Pasal 258. 
Ketentuan Pasal 244 KUHAP, yang berbunyi: “Terhadap putusan perkara 
pidana yang dapat diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain 
selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat 
mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung 
kecuali terhadap putusan bebas”. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung, “Kasasi” adalah pembatalan putusan atau penetapan pengadilan 
tingkat banding atau tingkat terakhir karena tidak sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dapat terjadi berupa: 
a) Melampaui batas kewenangannya yang ditentukan perundang-
undangan; 
b) Penerapan yang tidak tepat atau keliru; 
c) Melanggar hukum yang berlaku; 
d) Tidak memenuhi syarat yang ditentukan perundang-undangan. 
Upaya hukum Kasasi adalah hak yang diberikan hukum kepada 
Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum. Tergantung pada mereka 
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untuk mempergunakan hak tersebut. Seandainya mereka menerima 
putusan yang dijatuhkan, mereka dapat mengesampingkan hak untuk 
Kasasi. Tetapi apabila mereka keberatan akan putusan yang dijatuhkan 
oleh Hakim maka mereka dapat mempergunakan hak untuk mengajukan 
permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung (M. Yahya 
Harahap, 2012: 537). 
Dengan demikian dapat dipahami bahwa upaya hukum Kasasi 
merupakan suatu hak yang dapat dipergunakan atau dikesampingkan oleh 
Terdakwa atau Penuntut Umum. Apabila Terdakwa atau Penuntut Umum 
tidak menerima putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat bawahnya 
maka dapat mengajukan permohonan pemeriksaan Kasasi kepada 
Mahkamah Agung terhadap pelaksanaan dan penerapan hukum yang telah 
dijalankan oleh pengadilan di bawahnya kecuali terhadap putusan yang 
mengandung pembebasan. 
b. Tujuan Kasasi 
Tujuan Kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum 
dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan Undang-
Undang atau keliru dalam menerapkan hukum.Tujuan utama upaya hukum 
Kasasi menurut M. Yahya Harahap adalah sebagai berikut: 
a) Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan 
Salah satu tujuan Kasasi,memperbaiki dan meluruskan kesalahan 
penerapan hukum, agar peraturan hukum benar-benar diterapkan 
sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-
benar dilakukan menurut peraturan Undang-Undang; 
b) Menciptakan dan membentuk hukum baru 
Disamping tindakan koreksi yang dilakukan Mahkamah Agung 
dalam peradilan Kasasi adakalanya tindakan koreksi sekaligus 
menciptakan kaidah hukum baru dalam bentuk yurisprudensi. 
Berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada padanya dalam bentuk 
judge making law, sering Mahkamah Agung menciptakan hukum baru 
yang disebut “hukum kasus”, guna mengisi kekosongan hukum, 
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maupun dalam rangka menyejajarkan makna dan jiwa ketentuan 
Undang-Undang sesuai dengan “elastisitas” pertumbuhan kebutuhan 
lajunya perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat. Apabila 
putusan Kasasi baik yang berupa koreksi atas kesalahan penerapan 
hukum maupun yang bersifat penciptaan hukum baru telah mantap dan 
dijadikan pedoman bagi pengadilan dalam mengambil keputusan maka 
Mahkamah Agung akan menjadi yurisprudensi tetap. 
c) Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum 
Tujuan lain pemeriksaan Kasasi yaitu untuk mewujudkan 
kesadaran “keseragaman” penerapan hukum. Dengan adanya putusan 
Kasasi yang menciptakan adanya yurisprudensi, sedikit banyak akan 
mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak dalam penerapan 
hukum (M. Yahya Harahap,  2010:539-542). 
c. Alasan Pengajuan Kasasi 
Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung menyebutkan bahwa: Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi 
membatalkan putusan atau penetapan pengadilan pengadilan dari semua 
lingkungan peradilan karena: 
a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; 
b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; 
c) Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang 
bersangkutan. 
Alasan pengajuan Kasasi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: 
a) Alasan Kasasi yang Dibenarkan oleh Undang-Undang 
Alasan Kasasi yang diperkenankan atau yang dapat dibenarkan 
diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yaitu: 
a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau  
diterapkan tidak sebagaimana mestinya; 
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b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut 
ketentuan undang-undang; 
c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. 
Ketiga hal ini keberatan Kasasi yang dibenarkan oleh Undang-
Undang sebagai alasan Kasasi. Diluar ketiga alasan ini, keberatan 
Kasasi ditolak karena tidak dibenarkan undang-undang. Penentuan 
alasan Kasasi yang limitatif dengan sendirinya serta sekaligus 
“membatasi” wewenang Mahkamah Agung memasuki pemeriksaan 
perkara dalam tingkat Kasasi, terbatas hanya meliputi kekeliruan 
pengadilan atas ketiga hal tersebut. Diluar ketiga hal itu, Undang-
Undang tidak membenarkan Mahkamah Agung menilai dan 
memeriksanya. Oleh karena itu, bagi seseorang yang mengajukan 
permohonan Kasasi harus benar-benar memperhatikan keberatan 
Kasasi yang disampaikan dalam memori Kasasi, agar keberatan itu 
dapat mengenai sasaran yang ditentukan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. 
Menyimpang dari makna dan jiwa yang terkandung dari ketiga 
alasan tadi, tidak diperhatikan dan tidak dibenarkan oleh Mahkamah 
Agung. Sedapat mungkin permohonan Kasasi dapat memeperlihatkan 
dalam memori Kasasi bahwa putusan pengadilan yang diKasasi 
mengandung : 
a. Kesalahan penerapan hukum. 
b. Pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara tidak 
dilaksanakan cara mengadili menurut Undang-Undang. 
c. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, baik hal itu 
mengenai wewenang absolut maupun relatif  atau  pelampauan 
wewenang dengan cara memasukkan hal-hal yang nonyuridis 
dalam pertimbangannya (M. Yahya Harahap,2010:565). 
b) Alasan Kasasi Tidak dapat Dibenarkan oleh Undang-Undang. 
a. Keberatan Kasasi Putusan Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan 
Pengadilan Negeri.Alasan yang memuat keberatan, Putusan 
Pengadilan Tinggi tanpa pertimbangan yang cukup menguatkan 
15 
 
 
Putusan Pengadilan Negeri, tidak dapat dibenarkan dalam 
pemeriksaan Kasasi. Permohonan Kasasi mengajukan alasan 
keberatan yang demikian, seandainya Pengadilan Tinggi menguatkan 
putusan serta sekaligus menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri, 
hal itu : 
(1) Tidak merupakan kesalahan penerapan hukum, dan tidak 
merupakan pelanggaran dalam melaksanakan peradilan 
menurut ketentuan Undang-Undang serta tidak dapat 
dikategorikan melampaui batas wewenang yang apa adanya; 
(2) Tindakan Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan 
Negeri, masih dalam batas wewenang yang apa adanya, karena 
berwenang penuh menguatkan dan mengambil alih Putusan 
Pengadilan Negeri yang dianggap telah tepat. 
b. Keberatan atas penilaian pembuktian. 
Keberatan Kasasi atas penilaian pembuktian termasuk diluar 
alasan Kasasi yang dibenarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Oleh 
karena itu, Mahkamah Agung tidak berhak menilainya dalam 
pemeriksaan tingkat Kasasi. Hal ini berbeda dengan kesalahan 
penerapan hukum pembuktian, kesalahan penerapan hukum 
pembuktian bukan  atau  tidak merupakan penilaian pembuktian. 
Oleh karena itu, keberatan tersebut “dapat dibenarkan” dalam 
tingkat Kasasi; 
c. Alasan Kasasi yang bersifat pengulangan fakta. 
Alasan Kasasi yang sering dikemukakan pemohon adalah 
”pengulangan fakta”, padahal sudah jelas alasan Kasasi seperti ini 
tidak dapat dibenarkan oleh Undang-Undang. Arti pengulangan 
fakta ialah mengulang-ulang kembali hal-hal dan peristiwa yang 
telah pernah dikemukakannya baik dalam pemeriksaan sidang 
Pengadilan Negeri maupun dalam memori banding. Isi memori 
Kasasi yang diajukan hanya mengulang kembali kejadian dan 
keadaan yang telah pernah dikemukakannya dalam pemeriksaan 
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Pengadilan Negeri, pemohon telah mengemukakan keadaan dan 
fakta-fakta. Kemudian hal itu kembali lagi diutarakannya dalam 
memori Kasasi menjadi alasan Kasasi. Keberatan Kasasi yang 
seperti ini, tidak dibenarkan Undang-Undang, dan Mahkamah 
Agung menganggapnya sebagai pengulangan fakta yang tidak 
perlu dipertimbangkan dalam tingkat Kasasi. 
d. Alasan Yang Tidak Menyangkut Persoalan Perkara. 
Alasan yang seperti ini sering dikemukakan pemohon dalam 
memori Kasasi, mengemukakan keberatan yang menyimpang dari 
apa yang menjadi pokok persoalan dalam putusan perkara yang 
bersangkutan. Keberatan Kasasi yang seperti ini dianggap 
irrelevant karena berada diluar jangkauan pokok permasalahan  
atau  dianggap tidak mengenai masalah pokok yang bersangkutan 
dengan apa yang diputus pengadilan. 
e. Berat Ringannya Hukuman  atau  Besar Kecilnya Jumlah Denda. 
Keberatan semacam ini pada prinsipnya tidak dapat dibenarkan 
Undang-Undang, sebab tentang berat ringannya hukuman pidana 
yang dijatuhkan maupun tentang besar kecilnya jumlah denda 
adalah wewenang pengadilan yang tidak takhluk pada 
pemeriksaan tingkat Kasasi. 
f. Keberatan Kasasi Atas Pengembalian Barang Bukti. 
Alasan Kasasi ini tidak dapat dibenarkan karena Pengembalian 
barang bukti dalam perkara pidana adalah wewenang pengadilan 
yang tidak tahluk pada pemeriksaan Kasasi. Pengadilan 
sepenuhnya berhak menentukan kepada siapa barang bukti 
dikembalikan. 
g. Keberatan Kasasi Mengenai Novum. 
Suatu prinsip yang juga perlu diingat dalam masalah keberatan 
Kasasi harus mengenai hal-hal yang telah “pernah diperiksa” 
sehubungan dengan perkara yang bersangkutan, baik dalam 
sidang pengadilan negeri maupun dalam tingkat banding. Berarti 
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suatu hal yang diajukan dalam keberatan Kasasi, padahal hal itu 
tidak dapat diperiksa dan diajukan baik pada pemeriksaan sidang 
Pengadilan Negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding 
tidak dapat dibenarkan karena tidak takhluk pada pemeriksaan 
Kasasi. Pengajuan hal seperti ini dalam keberatan Kasasi 
dianggap “hal baru”  atau  “novum”. (M. Yahya 
Harahap,2012:567-573). 
 
2. Tinjauan tentang Penuntut Umum 
a. Pengertian Penuntut Umum 
Ketentuan KUHAP membedakan pengertian Jaksa dan Penuntut 
Umum. Menurut Ketentuan Bab I Pasal 1 angka 6 KUHAP dijelaskan 
bahwa pengertian Jaksa dan Penuntut Umum adalah sebagai berikut (Lilik 
Mulyadi, 2010:56): 
a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini 
untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan, 
b) Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-
undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan 
hakim. 
b. Pengertian Penuntutan 
Pengertian Penuntutan diatur dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP, 
Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara 
pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan 
diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Andi Sofyan dan Abd. Asis, 
2014:169). 
Yang berwenang melakukan penuntutan sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal 137 KUHAP adalah Penuntut Umum berwenang melakukan 
penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak 
pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke 
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pengadilan yang berwenang mengadili (Andi Sofyan dan Abd. Asis, 
2014:169-170). 
c. Asas Penuntutan 
Asas Penuntutan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: 
a) Asas Legalitas 
Asas yang mewajibkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan 
penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum 
pidana. 
b) Asas Opportunitas 
Asas yang memberikan wewenang pada Penuntut Umum untuk 
tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar 
peraturan hukum pidana dan yang sudah terang pembuktiannya untuk 
kepentingan umum. 
d. Tugas dan Wewenang  Penuntut Umum 
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia, Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi 
wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan 
melaksanakan penetapan hakim. Tugas dari Penuntut Umum adalah 
membuat surat penuntutan yang mana penuntutan merupakan tindakan 
oleh Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri 
yang bewenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum 
Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim 
di sidang pengadilan. 
Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi Penuntutan maka 
berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP, Penuntut Umum mempunyai 
wewenang sebagai berikut (Lilik Mulyadi, 2010:58): 
a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik 
atau penyidik pembantu; 
b) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan 
dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) 
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dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan 
dari penyidik; 
c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau 
penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah 
perkaranya dilimpahkan ke pengadilan oleh penyidik; 
d) Membuat surat dakwaan; 
e) Melimpahkan perkara ke pengadilan; 
f) Menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa tentang ketentuan 
hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik 
kepada Terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang 
telah ditentukan; 
g) Melakukan penuntutan; 
h) Menutup perkara demi kepentingan hukum; 
i) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab 
sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan undang-undang ini; 
j) Melaksanakan penetapan hakim. 
 
3. Tinjauan tentang Pembuktian dan Alat Bukti 
a. Pengertian Pembuktian 
KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian 
pembuktian, Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa Hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya. Jenis-jenis alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur 
dalam Pasal 184 ayat (1), alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, 
keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. 
Pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk 
mengemukakan kepada Hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan 
dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh 
Hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara 
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tersebut (J.C.T. Simorangkir, 2000: 135). Sedangkan menurut Darwan 
Prints, pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana 
telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga 
harus mempertanggujawabkannya (Darwan Prints, 1989: 106). 
Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian 
dalam perkara perdata, sebab di dalam pembuktian perkara pidana 
(Hukum Acara Pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran 
materiil, yaitu kebenaran sejati  atau  yang sesungguhnya, sedangkan 
pembuktian dalam pekara perdata (Hukum Acara Perdata) adalah 
bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya Hakim tidak boleh 
melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. 
Jadi Hakim dalam mencari kebenaran formil cukup membuktikan dengan 
preponderance of evidence, sedangkan Hakim pidana dalam mencari 
kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (beyond reasonable 
doubt) (Andi Soyan dan Abd. Asis, 2014: 229). 
b. Prinsip Pembuktian 
Prinsip-prinsip pembuktian antara lain: 
1) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.  
Prinsip ini diatur dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: 
“Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”  atau  
biasa disebut dengan istilah notoire feiten. Secara garis besar fakta 
notoir dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu: 
1) Sesuatu  atau  peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu  atau  
peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau  
semestinya demikian. 
2) Sesuatu kenyataan  atau  pengalaman yang selamanya dan selalu 
mengakibatkan demikian  atau  selalu merupakan kesimpulan 
demikian. Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang 
dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk(Hari 
Sasangka dan Lily Rosita, 2003: 20). 
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2) Menjadi saksi adalah kewajiban. 
Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 
159 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Orang yang menjadi saksi 
setelahdipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan 
keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan 
pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian 
pula dengan ahli”. 
3) Satu saksi bukan saksi. 
Prinsip ini diatur pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: 
“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa 
Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”, 
prinsip ini sering dikenal dengan istilah unus testis nullus testis. 
4) Pengakuan Terdakwa tidak menghapuskan kewajiban Penuntut Umum 
membuktikan kesalahan Terdakwa. 
Pasal 189 ayat (4) KUHAP menerangkan bahwa ”Keterangan 
Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah 
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus 
disertai dengan alat bukti yang lain”. 
Hal ini berkebalikan dengan prinsip pembuktian terbalik yang hanya 
sering digunakan dalam pembuktian tindak pidana tertentu saja. 
5) Keterangan Terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri. 
Prinsip ini terdapat dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang 
berbunyi: “Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap 
dirinya sendiri”. Berdasarkan pada Pasal tersebut berarti apa yang 
diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai 
Terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap 
dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara Terdakwa terdiri dari 
beberapa orang, masing-masing keterangan setiap Terdakwa hanya 
merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. 
Keterangan Terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap Terdakwa 
B, demikian sebaliknya(M. Yahya Harahap, 2012: 321). 
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c. Tujuan Pembuktian 
Tujuan pembuktian adalah untuk menjadi dasar dalam menjatuhkan 
putusan Hakim kepada Terdakwa tentang bersalah atau tidaknya 
sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntun Umum. Namun tidak 
semua hal harus dibuktikan, sebab menurut Pasal 184 ayat (2) KUHAP, 
bahwa “Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”. 
Maka tujuan pembuktian yang sebenarnya yaitu untuk mencari, 
menemukan, dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam 
perkara itu, dan bukanlah semata-mata mencari kesalahan seseorang  
(Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014: 232). 
d. Sistem  atau  Teori Pembuktian 
Ada 4 (empat) sistem  atau  teori pembuktian yang dikenal, yaitu: 
1) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara 
positif (positive wettelijk bewijstheorie). 
Menurut D. Simons, sistem  atau  teori pembuktian berdasar Undang-
Undang secara positif (positief wettelijk) ini berusaha untuk 
menyingkirkan semua pertimbangan subjektif Hakim dan mengikat 
Hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang 
keras. Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada 
Undang-Undang. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai 
dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-Undang, maka 
keyakinan Hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga 
teori pembuktian formal (formale bewijstheorie) (Andi Hamzah, 2011: 
251). Dengan demikian, bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa 
tergantung sepenuhnya kepada sejumlah alat-alat bukti yang telah 
ditetapkan terlebih dahulu, sedangkan keyakinan Hakim harus 
dikesampingkan. Teori ini berkembang pada abad pertengahan dan 
sekarang ini sudah ditinggalkan, artinya teori ini tidak dianut lagi 
untuk diterapkan di Indonesia (Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014: 
234). 
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2) Sistem  atau  teori pembuktian berdasar keyakinan Hakim (conviction 
intivie). 
Alat bukti berupa pengakuan Terdakwa tidak selalu membuktikan 
kebenaran. Pengakuan terdakwa terkadang tidak menjamin Terdakwa 
benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena 
itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan Hakim. Bertolak 
pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasar keyakinan Hakim 
yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya ditetapkan bahwa 
Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Sistem ini 
memberi kebebasan kepada Hakim terlalu besar, sehingga sulit 
diawasi. Terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan 
pembelaan. Dalam hal ini Hakim dapat memidana Terdakwa 
berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang 
didakwakan (Andi Hamzah, 2011: 252-253). 
3) Sistem  atau  teori pembuktian berdasar keyakinan Hakim atas alasan 
yang logis (laconviction raisonnee). 
Menurut teori ini, Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah 
berdasar keyakinannya, yang didasarkan kepada dasar-dasar 
pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (conclusive) 
berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, 
putusan Hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem  atau  teori 
pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena Hakim bebas 
untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (vrije bewijstheorie)  
(Andi Hamzah, 2011: 253). 
4) Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif 
(negatief wettelijk). 
Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif 
merupakan teori  antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang 
secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau 
conviction-in time. Maka untuk menyatakan salah  atau  tidak seorang 
Terdakwa, tidak cukup berdasarkan keyakinan Hakim semata-mata.  
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atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut 
ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan 
Undang-Undang. Seorang Terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah 
apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan 
dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-
Undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu berdasarkan dengan 
keyakinan Hakim  (M. Yahya Harahap, 2012: 278-279). Selain diatur 
dalam KUHAP, ketentuan yang sama ditetapkan dalam Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 
6 ayat (2) yang berbunyi: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, 
kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut 
Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang 
dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang 
didakwakan atas dirinya”. Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem 
pembuktian ini sebaiknya dipertahankan berdasarkan 2 (dua) alasan, 
pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan Hakim 
tentang kesalahan Terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman 
pidana, janganlah Hakim terpaksa memidana orang sedangkan Hakim 
tidak yakin atas kesalahan Terdakwa. Kedua apabila ada aturan yang 
mengikat Hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-
patokan tertentu yang harus diturut oleh Hakim dalam melakukan 
peradilan  (Andi Hamzah, 2011: 257). 
e. Alat Bukti 
Suatu alat bukti yang dikaitkan dengan barang bukti di dalam proses 
peradilan dapat digunakan untuk mengungkap suatu peristiwa, dan dapat 
menentukan pelakunya bersalah  atau  tidak. Alat bukti yang sah menurut 
Undang-Undang sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) 
KUHAP, adalah:  
1) Keterangan saksi 
Pengertian dari saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah 
orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 
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penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana 
yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan 
pengertian dari keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP 
adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa 
keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar 
sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan 
dari pengetahuannya itu. 
Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling 
utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara 
pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. 
Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang 
lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan 
saksi (M. Yahya Harahap, 2012: 286). 
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 atau PUU- 
VIII atau 2010, definisi keterangan saksi sebagai alat bukti adalah 
keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar 
sendiri, ia melihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut 
alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka 
penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak 
selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (Eddy O.S. 
Hiariej, 2012: 103).  
Pasal 185 ayat (5) KUHAP menyatakan bahwa baik pendapat 
maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan 
merupakan keterangan saksi (Andi Hamzah, 2011: 260). Nilai 
kekuatan pembuktian keterangan saksi tidak hanya dilihat dari unsur 
pengucapan sumpah  atau  janji saja. Ada syarat yang harus melekat 
pada keterangan itu supaya dapat mempunyai nilai sebagai alat bukti 
yang sah, mengenai sampai sejauh mana kekuatan pembuktian alat 
pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, maupun nilai 
kekuatan pembuktian keterangaan saksi dapat diikuti penjelasan 
sebagai berikut: 
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a) Mempunyai kekuatan pembuktian bebas; 
b) Nilai kekuatan pembuktianya tergantung pada penilaian Hakim (M. 
Yahya Harahap, 2012: 294-295). 
Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang 
tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak 
menentukan sama sekali, tidak mengikat Hakim. Hakim bebas menilai 
kekuatan  atau  kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan dapat 
menerima  atau  menyingkirkannya. Pada umumnya semua orang 
dapat menjadi saksi. Pengecualian menjadi saksi tercantum dalam 
Pasal 185 KUHAP adalah sebagai berikut (Andi Hamzah, 2011: 260-
261):  
a) Keluarga sedarah  atau  semenda dalam garis lurus ke atas  atau  ke 
bawah tersebut sampai derajat ketiga dari Terdakwa  atau  yang 
bersama-sama jadi Terdakwa; 
b) Saudara dari Terdakwa  atau  yang bersama-sama saudara ibu  atau  
saudara bapak juga mereka mempunyai hubungan karena 
perkawinan dan anak-anak Terdakwa sampai derajat ketiga; 
c) Suami  atau  istri Terdakwa meskipun sudah bercerai  atau  yang 
bersama-sama sebagai Terdakwa. 
2) Keterangan Ahli 
Berdasarkan Pasal 184 KUHAP menetapkan bahwa keterangan 
ahli merupakan salah satu dari alat bukti yang sah, bahkan letaknya 
yang ditempatkan setelah keterangan saksi membuktikan bahwa dalam 
pemeriksaan perkara pidana keterangan ahli memegang peranan yang 
penting. Selain itu perkembangan ilmu dan teknologi sedikit banyak 
membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, memaksa kita 
untuk mengimbanginya dengan kualitas dan metode pembuktian yang 
memerlukan pengetahuan dan keahlian (M. Yahya Harahap, 2012: 
296). 
Pasal 1 angka 28 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan ahli 
adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian 
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khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu 
perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli 
berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan dengan 
tegas. Di dalam peranannya seorang ahli merangkap pula sebagai 
saksi. Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda, keterangan 
seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan 
keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-
hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-
hal itu (Andi Hamzah, 2011: 274). 
Keterangan ahli biasanya bersifat umum berupa pendapat atas 
pokok perkara pidana yang sedang disidangkan  atau  yang berkaitan 
dengan pokok perkara tersebut. Ahli tidak diperkenankan memberikan 
penilaian terhadap kasus konkrit yang sedang disidangkan. Oleh 
karena itu, pertanyaan terhadap ahli biasanya bersifat hipotesis  atau  
pernyataan yang bersifat umum. Ahli pun tidak dibolehkan 
memberikan penilaian terhadap salah atau tidaknya terdakwa 
berdasarkan fakta persidangan yang dinyatakan kepadanya (Eddy O.S. 
Hiariej, 2012: 107).  
KUHAP membedakan keterangan seorang ahli dipersidangan 
sebagai alat bukti keterangan ahli dan keterangan seorang ahli secara 
tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti surat. Mengenai 
kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan ahli pada 
prinsipnya yaitu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang 
mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan 
pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan 
pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. 
3) Surat 
Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Menurut 
ketentuan itu, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah 
menurut undang-undang ialah (M. Yahya Harahap, 2012: 306) 
a) Surat yang dibuat atas sumpah jabatan,  atau  
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b) Surat yang dikaitkan dengan sumpah. 
Kemudian dalam Pasal tersebut juga merinci mengenai bentuk-bentuk 
alat bukti surat yang terdiri atas 4 (empat) (Andi Hamzah, 2011: 275), 
yaitu:  
a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh 
pejabat umum yang berwenang  atau  yang dibuat dihadapannya, 
yang memuat keterangan tentang kejadian  atau  keadaan yang 
didengar, dilihat,  atau  yang dialaminya sendiri, disertai dengan 
alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu; 
b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan  atau  surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang 
termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan 
yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal  atau  sesuatu 
keadaan; 
c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 
berdasarkan keahlianya mengenai sesuatu hal  atau  keadaan yang 
diminta secara resmi; 
d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan 
isi dari alat pembuktian yang lain. 
Surat-surat yang tidak memenuhi persyaratan untuk dinyatakan 
sebagai bukti surat, surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai 
petunjuk. Akan tetapi, mengenai dapat  atau  tidaknya surat dijadikan 
alat bukti petunjuk, semuanya diserahkan kepada pertimbangan Hakim 
(Eddy O.S. Hiariej, 2012: 109). 
4) Petunjuk 
Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang 
memberikan definisi petunjuk adalah sebagai berikut: “Petunjuk 
adalah perbuatan, kejadian  atau  keadaan, yang karena 
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun 
dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi 
suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Sedangkan Pasal 188 ayat 
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(2) KUHAP menjelaskan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari 
keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa.  
Pasal 188 ayat (3) KUHAP mengatakan bahwa penilaian atas 
kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan 
tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia 
mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan 
berdasarkan hati nuraninya (Andi Hamzah, 2011: 277). Adapun 
mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan 
kekuatannya dengan alat bukti lain, yaitu hanya mempunyai sifat 
kekuatan pembuktian yang bebas (M. Yahya Harahap, 2012: 317).  
Petunjuk adalah circumtantial evidence  atau  bukti tidak langsung 
yang bersifat sebagai pelengkap  atau  accessories evidence, artinya 
petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan alat bukti 
sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer, dalam hal ini adalah 
keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (Eddy O.S. Hiariej, 
2012: 110). 
5) Keterangan Terdakwa 
Pengertian keterangan Terdakwa tercantum dalam Pasal 189 ayat 
(1) KUHAP, yang berbunyi: “Keterangan Terdakwa ialah apa yang 
Terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan  
atau  yang ia ketahui sendiri  atau  alami sendiri”.  
Penempatan alat bukti keterangan Terdakwa pada urutan terakhir 
dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, merupakan salah satu alasan yang 
dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan 
Terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan 
saksi.Berdasarkan pada ketentuan pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP 
yang menyatakan bahwa: “Keterangan Terdakwa saja tidak cukup 
untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang 
didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti 
yang lain”.  
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Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya 
sendiri. Keterangan Terdakwa saja seperti yang disebut sebelumnya, 
tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan 
perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai 
dengan alat bukti yang lain. Keterangan Terdakwa yang diberikan di 
luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di 
sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah 
sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Pemeriksaan 
terhadap Terdakwa juga sudah dimulai pada tahap penyidikan dan 
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (Eddy O.S. Hiariej, 2012: 
113). Sehingga menurut ketentuan pada Pasal 189 ayat (4) 
KUHAPketerangan seluruhnya dari Terdakwa di muka Hakim untuk 
menjadi bukti yang sempurna harus disertai dengan keterangan yang 
jelas tentang keadaan-keadaan, dimana peristiwa pidana diperbuat, 
keterangan mana semua  atau  sebagian harus cocok dengan 
keterangan si korban  atau  dengan bukti-bukti yang lain. Meskipun 
tidak disebutkan dalam Undang-Undang, bahwa suatu keterangan 
Terdakwa hanya berharga apabila pengakuan itu mengenai hal-hal 
yang Terdakwa alami sendiri, seperti halnya dengan kesaksiannya. 
 
4. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim 
a. Pengertian Pertimbangan Hakim  
Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang 
mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian 
hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang 
bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan 
teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, dan 
cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim 
tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung 
(Mukti Arto, 2004 : 104). 
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Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya 
pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai 
bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan 
tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian 
bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta 
yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan Hakim 
yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan 
sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar 
terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan 
hukum antara para pihak (Mukti Arto , 2004: 141). 
Selain itu, pada hakekatnya pertimbangan Hakim hendaknya juga 
memuat tentang hal-hal sebagai berikut (Mukti Arto , 2004: 142): 
1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui  atau  dalil-dalil yang tidak 
disangkal. 
2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek 
menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan. 
3) Adanya semua bagian dari petitum yang harus dipertimbangkan atau 
diadili secara satu demi satu sehingga Hakim dapat menarik 
kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau 
tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan 
b. Dasar Pertimbangan Hakim 
Dasar Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan perlu 
didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan 
sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam 
tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian 
hukum kehakiman, Hakim merupakan aparat penegak hukum melalui 
putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. 
Seorang Hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk 
bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal 
(doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan 
pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan 
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dalam Pasal 28 ayat (1) “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. 
 
5. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pembakaran Lahan 
a. Pengertian Pembakaran Lahan 
By far the main source of forest fires caused by small holders and 
plantation owners has been Indonesia artinya sejauh ini sumber utama 
kebakaran hutan yang disebabkan oleh petani kecil dan pemilik perebunan 
adalah Indonesia (David Seth Jones, 2006: 431). Pembakaran lahan adalah 
proses, cara, perbuatan membakar semak belukar atau  padang rumput 
yang kering untuk keperluan pertanaman rumput baru  atau  untuk 
memudahkan pengolahan tanah. 
Konteks pembakaran hutan dan lahan, menurut Purbowaseso bahwa 
pembakaran merupakan penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan 
yang diakibatkan oleh faktor kesengajaan manusia dari beberapa kegiatan, 
seperti kegiatan ladang, perkebunan, hutan tanaman industri, penyiapan 
lahan untuk ternak sapi, dan sebagainya. Faktor kebakaran hutan dan lahan 
karena kesengajaan ini merupakan faktor utama dan 90% kebakaran hutan 
dan lahan yang terjadi saat ini. 
b. Tindak Pidana Pembakaran Lahan 
Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
KehutananHutan Lindungadalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi 
pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur 
tata air, mencegah banjir, mengendalian erosi, mencegah intrusi 
(penerobosan) air laut dan memelihara kesuburan tanah. Selanjutnya, 
sanksi pidana atau pun denda yang dikenakan cukup berat, karena 
dimaksudkan untuk melindungi kelestarian hutan lindung pada khususnya, 
dan kelestarian alam pada umumnya. 
Pembakaran hutan dengan kewenangan yang sah, misalnya 
pembakaran untuk kepentingan membuat rumput untuk kepentingan satwa  
atau  persiapan penanaman pohon hutan. Unsur perbuatan dalam bidang 
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kejahatan yang dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) tentang barang siapa 
yang melanggar ketentuan Pasal 6 Ayat (1), berarti dilarang mengerjakan, 
menduduki kawasan hutan dan hutan cadangan tanpa izin Menteri. 
Kegiatan mengerjakan hutan meliputi kegitan eksploitasidan tanah hutan. 
Sedangkan yang dikatakan sebagai kawasan hutan adalah wilayah yang 
sudah berhutan  atau  yang tidak berhutan yang telah ditetapkan menjadi 
hutan. 
Yang dikatakan sebagai pejabat yang berwenang dalam hal ini 
adalah Pasal 10 Ayat ( 1 ), menjelaskan bahwa “Setiap orang dilarang 
membakar hutan kecuali dengan kewenangan yang sah“. Pembakaran 
hutan dengan kewenangan yang sah misalnya : pembakaran hutan untuk 
kepentingan membuat rumput  atau  kepetingan persiapan penanaman 
pohon hutan. 
Hubungan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan hukum 
dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) 
kategori yaitu : 
1) Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum 
Administrasi  atau  Tata Usaha Negara; 
2) Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum 
Perdata; 
3) Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum 
Pidana. 
Kegiatan penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana 
lingkungan hidup baru dapat dimulai apabila aparat yang berwenang telah 
menjatuhkan sanksi administrasi dan telah menindak pelanggar dengan 
menjatuhkan suatu sanksi administrasi tesebut. Apabila ternyata tidak 
mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi maka diupayakan 
penyelesaian sengketa melalui mekanisme altenatif di luar pengadilan 
dalam bentuk musyawarah  atau  perdamaian  atau  negoisasi  atau  
mediasi. Apabila upaya yang dilakukan menemui jalan buntu baru dapat 
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digunakan instrumen penegakan hukum pidana lingkungan hidup (Eggy 
Sudjana Riyanto, 1999 : 45). 
 
B. Kerangka Pemikiran 
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini secara rinci dapat digambarkan 
seperti gambar di bawah ini : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
 
Tindak Pidana PembakaranLahan 
Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung 
Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN KAG 
Pertimbangan Mahkamah Agung 
Pengabaian Alat Bukti Pengajuan Permohonan Kasasi 
PutusanMahkamah Agung Nomor 
2372 K/Pid.Sus/2015 
Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan 
Kasasi Penuntut Umum dan membatalkan 
Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang 
menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu 
Agung dan menyatakan Para Terdakwa bersalah 
telah melakukan tindak pidana pembakaran lahan 
Putusan Pengadilan Tinggi Palembang 
Nomor 60/PID/2015/PT PLG 
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Keterangan: 
Kerangka pemikiran tersebut menjelaskan alur berpikir penulis dalam 
menyusun penelitian hukum ini. Bermula dari adanya kasus tindak pidana 
pembakaran lahan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 
74/Pid.Sus/2015/PN KAG bahwa Terdakwa I KARDOMO alias DOMO bin 
USUP bersama-sama dengan Terdakwa II ALI USMAN bin YAKNI telah 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana perusakan hutan. Putusan Pengadilan 
Negeri tersebut selanjutnya diajukan upaya hukum banding oleh Jaksa Penuntut 
Umum kepada Pengadilan Tinggi Palembang melalui Putusan Nomor 
60/PID/2015/PT PLG yang menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri 
Kayu Agung Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN KAG. 
Menanggapi Putusan Pengadilan Tinggi tersebut, Jaksa Penuntut Umum 
mengajukan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia 
dengan alasan adanya pengabaian alat bukti surat dan petunjuk sehingga hakim 
salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Dalam mengajukan 
upaya hukum Kasasi, Jaksa Penuntut Umum memperjelas dalam pengabaian alat 
bukti surat dan petunjuk.Berdasarkan hal tersebut, alat bukti surat dan petunjuk 
yang dipakai dalam tindak pidana tersebut menguatkan sanksi pidana terhadap 
Terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung. 
Penelitian ini akan menganalisis alasan Permohonan Kasasi Penuntut Umum 
karena adanya pengabaian alat bukti surat dan petunjuk serta pertimbangan Hakim 
memutus tindak pidana pembakaran lahan apakah telah sesuai dengan ketentuan 
Pasal 253 KUHAP dan Pasal 256 KUHAP. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Identitas Terdakwa 
TERDAKWA I 
Nama Lengkap : Kardomo alias Domo bin Usup; 
Tempat Lahir  : Desa Ulak Kedondong; 
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun / Tahun 1959; 
Jenis Kelamin  : Laki- laki; 
Kebangsaan  : Indonesia; 
Tempat Tinggal : Dusun IV Parit 26, Desa Kuala Dua Belas, 
Kecamatan Tulung Selapan, KabupatenOgan 
Komering Ilir; 
Agama   : Islam; 
Pekerjaan  : Buruh; 
TERDAKWA II 
Nama Lengkap : Ali Usman bin Yakni; 
Tempat Lahir  : Lubuk Ketepeng; 
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / Tahun 1975; 
Jenis Kelamin  : Laki-laki; 
Kebangsaan  : Indonesia; 
Tempat Tinggal : Dusun IV Parit 26, Desa Kuala Dua Belas, 
Kecamatan Tulung Selapan, KabupatenOgan 
Komering Ilir 
Agama   : Islam 
Pekerjaan  : Buruh 
 
2. Kasus Posisi 
Berawal ketika Terdakwa I Kardomo alias Domo bin Usup bersama 
dengan Terdakwa II Ali Usman bin Yakni pergi menuju ke areal Kawasan 
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Hutan Konserfasi/Hutan Moratorium PT Bumi Mekar Hijau (BMH) dan 
membawa alat-alat berupa mesin penggerek kayu, derigen berisi bahan bakar 
minyak premium dan korek api gas warna merah. Sesampainya di tempat 
tersebut Para Terdakwa langsung membakar rumput dan kayu-kayu yang 
tumbuh dan yang berada di lahan tersebut yang kemudian menimbulkan 
kebakaran lahan seluas 6100 hektar serta menimbulkan asap yang berakibat 
terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yaitu kerusakan 
ekosistem baik tumbuhan, hewan dan lingkungan. Perbuatan Para Terdakwa 
selanjutnya diketahui oleh petugas Polsek Tulung Selapan yang datang ke 
tempat kejadian kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa 
dan mengamankan barang bukti yang telah dipergunakan untuk membakar 
lahan. 
 
3. Dakwaan 
PERTAMA  
Bahwa Terdakwa I KARDOMO alias DOMO bin USUP bersama-
samadengan Terdakwa II ALI USMAN bin YAKNI pada hari Senin tanggal 
08September 2014 sekira jam 11.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu 
laindalam bulan September 2014, atau setidak-tidaknya pada waktu lain 
masihdalam tahun 2014, bertempat di areal Kawasan Hutan 
Konserfasi/HutanMoratorium PT Bumi Mekar Hijau (BMH) Distrik Simpang 
Tiga, Desa SimpangTiga, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan 
Komering Ilir, atau setidak-tidaknyadi suatu tempat yang masih termasuk 
dalam daerah hukum PengadilanNegeri Kayu Agung yang berwenang 
memeriksa dan mengadili perkara ini telahmelakukan, menyuruh lakukan atau 
turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan pembakaran lahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h yang dilakukan Para 
Terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika 
Terdakwa I KARDOMO alias DOMO bin USUP bersama-sama dengan 
Terdakwa II ALl USMAN bin YAKNI pergi menuju ke areal Kawasan Hutan 
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Konserfasi/Hutan Moratorium PT Bumi Mekar Hijau (BMH) Distrik Simpang 
Tiga, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan 
Komering Ilir, kemudian Terdakwa I KARDOMO alias DOMO bin USUP 
dan Terdakwa II ALI USMAN bin YAKNI membawa alat-alat berupa 2 (dua) 
buah mesin penggesek kayu (chain shaw), 1 (satu) buah degiren berisi bahan 
bakar minyak premium dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah. 
Sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa I KARDOMO alias 
DOMO bin USUP dan Terdakwa II ALI USMAN bin YAKNI membakar 
rumput dan kayu-kayu yang tumbuh/berada di lahan tersebut dengan 
menggunakan korek api gas yang telah Terdakwa I KARDOMO alias DOMO 
bin USUP dan Terdakwa II ALI USMAN bin YAKNI persiapkan sehingga 
menimbulkan kebakaran lahan seluas 6100 hektar dan mengakibatkan 
tumbuhan kayu dan rumput di lahan tersebut habis terbakar serta 
menimbulkan asap yang berakibat terjadinya pencemaran dan perusakan 
lingkungan hidup (kerusakan ekosistem baik tumbuhan, hewan dan 
lingkungan). Perbuatan Para Terdakwa itu selanjutnya diketahui oleh petugas 
Polsek Tulung Selapan yang datang ke tempat kejadian kemudian melakukan 
penangkapan terhadap Para Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang 
telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk membakar lahan tersebut lalu 
membawa Para Terdakwa dan barang bukti ke Polres Ogan Komering Ilir 
selanjutnya diproses secara hukum; 
Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 108 
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 
 
ATAU 
KEDUA 
Bahwa Terdakwa I KARDOMO alias DOMO bin USUP bersama-sama 
dengan Terdakwa II ALI USMAN bin YAKNI pada hari Senin tanggal 08 
September 2014 sekira jam 11.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain 
dalam bulan September 2014, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih 
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dalam tahun 2014, bertempat di Areal Kawasan Hutan Konserfasi/Hutan 
Moratorium PT Bumi Mekar Hijau (BMH) Distrik Simpang Tiga, Desa 
Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, 
atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan 
mengadili perkara ini telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta 
melakukan perbuatan dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim 
digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam 
kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai 
berikut : 
Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika 
Terdakwa I KARDOMO alias DOMO bin USUP bersama-sama dengan 
Terdakwa II ALI USMAN bin YAKNI telah berniat mengambil kayu-kayu 
berbentuk bulat yang berada di Areal Kawasan Hutan Konserfasi/Hutan 
Moratorium PT Bumi Mekar Hijau (BMH) Distrik Simpang Tiga, Desa 
Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, 
kemudian Terdakwa I KARDOMO alias DOMO bin USUP dan Terdakwa II 
ALI USMAN bin YAKNI pergi menuju ke tempat tersebut dengan membawa 
alat-alat untuk menebang, memotong atau membelah pohon yakni berupa 2 
(dua) buah mesin penggesek kayu (chain shaw), 1 (satu) buah degiren berisi 
bahan bakar minyak premium untuk bahan bakar 2 (dua) buah mesin 
penggesek kayu (chain shaw) dan 2 (dua) buah pancing yang terbuat dari besi 
yang berukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm untuk memutar dan 
mengangkat kayu bulat tanpa izin pejabat yang berwenang. Sesampainya di 
tempat tersebut kemudian Terdakwa I KARDOMO alias DOMO bin USUP 
dan Terdakwa II ALl USMAN bin YAKNI mencari dan mengambil kayu-
kayu berbentuk bulat yang terbenam di dalam tanah dan di atasnya ditumbuhi 
rumput serta kayu-kayu kecil dengan cara terlebih dahulu membakar rumput 
dan kayu-kayu kecil yang menutupi kayu-kayu bulat tersebut dengan 
menggunakan korek api gas yang telah Terdakwa I. KARDOMO alias DOMO 
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bin USUP dan Terdakwa II ALl USMAN bin YAKNI persiapakan. Setelah 
berhasil mendapatkan kayu-kayu bulat yang terbenam di dalam tanah dan 
rumput kemudian Terdakwa I KARDOMO alias DOMO bin USUP dan 
Terdakwa II ALl USMAN bin YAKNI mengakat kayu-kayu bulat sebanyak 3 
(tiga) balok dan mengumpulkannya dengan menggunakan alat berupa pancing 
yang terbuat dari besi yang berukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm. 
Selanjutnya kayu balok yang telah terkumpul tersebut Terdakwa I 
KARDOMO alias DOMO bin USUP dan Terdakwa II ALl USMAN bin 
YAKNI olah menjadi bentuk papan berukuran 2x25x4 sehingga terkumpul 21 
(dua puluh satu) keping papan. Perbuatan Para Terdakwa itu selanjutnya 
diketahui oleh petugas Polsek Tulung Selapan yang datang ke tempat kejadian 
kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan 
mengamankan barang bukti yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa 
untuk membakar lahan tersebut lalu membawa Para Terdakwa dan barang 
bukti ke Polres Ogan Komering Ilir selanjutnya diproses secara hukum; 
Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 84 
ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; 
 
ATAU 
KETIGA 
Bahwa Terdakwa I KARDOMO alias DOMO bin USUP bersama-sama 
dengan Terdakwa II ALI USMAN bin YAKNI pada hari Senin tanggal 08 
September 2014 sekira jam 11.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain 
dalam bulan September 2014, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih 
dalam tahun 2014, bertempat di areal Kawasan Hutan Konserfasi/Hutan 
Moratorium PT Bumi Mekar Hijau (BMH) Distrik Simpang Tiga, Desa 
Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, 
atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan 
mengadili perkara ini telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta 
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melakukan perbuatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, 
menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, yang dilakukan Para 
Terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika 
Terdakwa I KARDOMO alias DOMO bin USUP bersama-sama dengan 
Terdakwa II ALl USMAN bin YAKNI hendak mengambil dan memiliki 
kayu-kayu berbentuk bulat yang berada di areal Kawasan Hutan 
Konserfasi/Hutan Moratorium PT Bumi Mekar Hijau (BMH) Distrik Simpang 
Tiga, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan 
Komering Ilir, kemudian Terdakwa I KARDOMO alias DOMO bin USUP 
dan Terdakwa II ALl USMAN bin YAKNI pergi menuju ke tempat tersebut 
dengan membawa alat-alat untuk menebang, memotong atau membelah pohon 
yakni berupa 2 (dua) buah mesin penggesek kayu (chain shaw), 1 (satu) buah 
degiren berisi bahan bakar minyak premium untuk bahan bakar 2 (dua) buah 
mesin penggesek kayu (chain shaw) dan 2 (dua) buah pancing yang terbuat 
dari besi yang berukuran kurang Iebih 50 (lima puluh) cm untuk memutar dan 
mengangkat kayu bulat yang berada di areal Kawasan Hutan Koserfasi/Hutan 
Moratorium tersebut. Sesampainya di tempat itu kemudian Terdakwa I 
KARDOMO alias DOMO bin USUP dan Terdakwa II ALI USMAN bin 
YAKNI mencari dan mengambil kayu-kayu berbentuk bulat yang terbenam di 
dalam tanah dan di atasnya ditumbuhi rumput serta kayu-kayu kecil dengan 
cara terlebih dahulu membakar rumput dan kayu-kayu kecil yang menutupi 
kayu-kayu bulat tersebut dengan menggunakan korek api gas yang telah 
Terdakwa I. KARDOMO alias DOMO bin USUP dan Terdakwa II ALl 
USMAN bin YAKNI persiapakan. Setelah berhasil mendapatkan kayu-kayu 
bulat yang terbenam di dalam tanah dan rumput kemudian Terdakwa I 
KARDOMO alias DOMO bin USUP dan Terdakwa II ALl USMAN bin 
YAKNI mengangkat kayu-kayu bulat sebanyak 3 (tiga) balok dan 
mengumpulkannya dengan menggunakan alat berupa pancing yang terbuat 
dari besi yang berukuran kurang Iebih 50 (lima puluh) cm. Selanjutnya kayu 
42 
 
 
balok yang telah terkumpul tersebut Terdakwa I KARDOMO alias DOMO bin 
USUP dan Terdakwa II ALl USMAN bin YAKNI olah menjadi bentuk papan 
berukuran 2x25x4 sehingga terkumpul 21 (dua puluh satu) keping papan tanpa 
izin pejabat yang berwenang. Perbuatan Para Terdakwa itu selanjutnya 
diketahui oleh petugas Polsek Tulung Selapan yang datang ke tempat kejadian 
kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan 
mengamankan barang bukti yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa 
untuk membakar lahan tersebut lalu membawa Para Terdakwa dan barang 
bukti ke Polres Ogan Komering Ilir selanjutnya diproses secara hukum; 
Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 83 
ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP ; 
 
ATAU 
KEEMPAT 
Bahwa Terdakwa I KARDOMO alias DOMO bin USUP bersama-sama 
dengan Terdakwa II ALI USMAN bin YAKNI pada hari Senin tanggal 08 
September 2014 sekira jam 11.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain 
dalam bulan September 2014, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih 
dalam tahun 2014, bertempat di Areal Kawasan Hutan Konserfasi/Hutan 
Moratorium PT Bumi Mekar Hijau (BMH) Distrik Simpang Tiga, Desa 
Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, 
atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan 
mengadili perkara ini karena salahnya telah menyebabkan kebakaran, 
peletusan atau banjir, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai 
berikut: 
Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika 
Terdakwa I KARDOMO alias DOMO bin USUP bersama-sama dengan 
Terdakwa II ALl USMAN bin YAKNI telah berniat untuk mengambil kayu-
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kayu berbentuk bulat yang berada di areal Kawasan Hutan Konserfasi/Hutan 
Moratorium PT Bumi Mekar Hijau (BMH) Distrik Simpang Tiga, Desa 
Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, 
kemudian Terdakwa I. KARDOMO alias DOMO bin USUP dan Terdakwa II 
ALl USMAN bin YAKNI pergi menuju ke tempat tersebut dengan membawa 
alat-alat berupa 2 (dua) buah mesin penggesek kayu (chain shaw), 1 (satu) 
buah degiren berisi bahan bakar minyak premium dan 1 (satu) buah korek api 
gas. Sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa I KARDOMO alias 
DOMO bin USUP dan Terdakwa II ALl USMAN bin YAKNI mencari dan 
mengambil kayu-kayu berbentuk bulat yang terbenam di dalam tanah dan di 
atasnya ditumbuhi rumput serta kayu-kayu kecil dengan cara terlebih dahulu 
membakar rumput dan kayu-kayu kecil yang menutupi kayu-kayu bulat 
tersebut dengan menggunakan korek api gas yang telah Terdakwa I 
KARDOMO alias DOMO bin USUP dan Terdakwa II ALl USMAN bin 
YAKNI persiapakan sehingga menimbulkan kebakaran lahan seluas 6100 
hektar dan mengakibatkan tumbuhan kayu dan rumput di lahan tersebut habis 
terbakar serta menimbulkan asap. Perbuatan Para Terdakwa itu selanjutnya 
diketahui oleh petugas Polsek Tulung Selapan yang datang ke tempat kejadian 
kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan 
mengamankan barang bukti yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa 
untuk membakar lahan tersebut lalu membawa Para Terdakwa dan barang 
bukti ke Polres Ogan Komering Ilir selanjutnya diproses secara hukum; 
Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 188 
KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 
 
4. Tuntutan 
Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Kayu 
Agung tanggal 29 April 2015 sebagai berikut: 
1) Menyatakan Terdakwa I KARDOMO alias DOMO bin USUP bersama-
samadengan Terdakwa II ALl USMAN bin YAKNI terbukti bersalah 
melakukantindak pidana “Turut serta melakukan pembakaran lahan” 
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sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal 108 Undang-Undang RI 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif 
Pertama; 
2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KARDOMO alias DOMO bin 
USUP bersama-sama dengan Terdakwa II ALI USMAN bin YAKNI 
berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan 
dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan 
perintah Para Terdakwa tetap ditahan; 
3) Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan; 
4) Menyatakan barang bukti berupa: 
- 2 (dua) keping papan jenis Kayu Sungkit berdiameter panjang 4 (empat) 
meter dan lebar 20 (dua puluh) centi meter; 
Dikembalikan kepada PT Bumi Mekar Hijau (BMH) melalui Saksi 
Agung E Haryanto; 
- 2 (dua) unit mesin penggesek kayu merk STILL warna kuning (chain 
saw); 
Dirampas untuk Negara; 
- 1 (satu) bungkus abu dan arang; 
- 2 (dua) buah jerigen minyak (BBM) jenis premium sebanyak Iebih 
kurang 3 (tiga) liter dan 1 (satu) buah jerigen warna hitam yang 
berisikan minyak oli bekas warna hitam; 
- 2 (dua) buah pancing besi yang berukuran panjang Iebih kurang 50 (lima 
puluh) cm untuk memutar kayu; 
- 1 (satu) buah toples plastik warna putih yang berisikan kunci pas, 
benang, jarum dan korek api gas warna merah; 
- 1 (satu) buah toples plastik warna merah muda yang berisikan 1 (satu) 
buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau 
dan 1 (satu) buah busi; 
Dirampas untuk dimusnahkan ; 
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5) Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar 
Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah); 
 
5. Amar PutusanPengadilan Negeri Kayu Agung 
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 
74/Pid.Sus/2015/PN KAG, tanggal 20 Mei 2015 yang amar lengkapnya 
sebagai berikut:  
a. Menyatakan Terdakwa I KARDOMO alias DOMO bin USUP dan 
Terdakwa IIALI USMAN bin YAKNI terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja secara tanpa izin 
membawa alatalat yang dipergunakan untuk memotong dan membelah 
pohon di dalam kawasan hutan”; 
b. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu 
denganpidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda 
sebesarRp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan 
ketentuanapabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 
selama 3 (tiga)bulan; 
c. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh 
ParaTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
d. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
e. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 
- 2 (dua) keping papan jenis kayu sungkit berdiameter panjang 4 (empat) 
meter dan lebar 20 (dua puluh) centi meter; 
Dikembalikan kepada PT Bumi Mekar Hijau (BMH) melalui Saksi 
Agung E Haryanto; 
- 2 (dua) unit mesin penggesek kayu merk STILL warna kuning 
(chainsaw); 
Dirampas untuk Negara; 
- 1 (satu) bungkus abu dan arang; 
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- 2 (dua) buah jerigen minyak (BBM) jenis premium sebanyak Iebih 
kurang 3 (tiga) liter dan 1 (satu) buah jerigen warna hitam yang 
berisikan minyak Oli bekas warna hitam; 
- 2 (dua) buah pancing besi yang berukuran panjang Iebih kurang 50 (lima 
puluh) cm untuk memutar kayu; 
- 1 (satu) buah toples plastik warna putih yang berisikan kunci pas, 
benang, jarum dan korek api gas warna merah; 
- 1 (satu) buah toples plastik warna merah muda yang berisikan 1 (satu) 
buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau 
dan 1 (satu) buah busi; 
Dirampas untuk dimusnahkan; 
f. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-
masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah); 
 
6. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang 
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 
60/PID/2015/PT PLG, tanggal 30 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai 
berikut: 
a. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;  
b. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 20 Mei 
2015Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Kag. yang dimintakan banding tersebut; 
c. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;  
d. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya 
perkaradalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar 
Rp2.000,00(dua ribu rupiah); 
 
7. Alasan Pengajuan Kasasi 
Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umu 
pada pokoknya adalah sebagai berikut: 
- Bahwa judex facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang 
dalampertimbangan hukumnya, telah mengambil alih seluruh pertimbangan 
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hukumpengadilan dalam tingkat pertama (Pengadilan Negeri Kayu Agung) 
sebagaipertimbangan hukumnya, maka secara yuridis pertimbangan 
hukumpengadilan tingkat banding adalah sama dengan pertimbangan 
hukumputusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Kayu 
Agung),dengan demikian maka Jaksa/Penuntut Umum akan 
menguraikan/menjelaskan,kekeliruan peraturan hukum yang tidak 
diterapkan atau diterapkan tidaksebagaimana mestinya, dengan alasan 
adanya fakta-fakta persidangandiantaranya keterangan Saksi AGUNG ESA 
HARYANTO bin M. KAMID, Saksi DIDIK PURWADI bin SAILAN dan 
Saksi RENADI AL RENALDI bin ZAILANI di persidangan pada pokoknya 
telah menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 September 2014 sekira jam 11.00 
WIB, telah terjadi kebakaran lahan di areal Kawasan Hutan 
Konserfasi/Hutan Moratorium PT Bumi Mekar Hijau (BMH) Distrik 
Simpang Tiga, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapan, 
Kabupaten Ogan Komering Ilir; 
- Bahwa benar lokasi Kawasan Hutan Konserfasi/Hutan Moratorium PT 
Bumi Mekar Hijau (BMH) yang terbakar tersebut terdiri dari beberapa 
titik api/tempat; 
- Bahwa benar ketika saksi dan rekan-rekan saksi melakukan patroli di 
Kawasan Hutan Konserfasi/Hutan Moratorium PT Bumi Mekar Hijau 
(BMH) dan melewati tempat Para Terdakwa mengambil kayu pada saat itu 
di areal tersebut belum terdapat titik api dan Para Terdakwa belum berada 
dan belum mengambil kayu di lahan tersebut; 
- Bahwa benar penyebab terjadinya kebakaran lahan di Kawasan Hutan 
Konserfasi/Hutan Moratorium PT Bumi Mekar Hijau (BMH) tersebut 
disebabkan karena warga sekitar PT Bumi Mekar Hijau (BMH) yang 
mengambil kayu di areal Kawasan Hutan Konserfasi/Hutan Moratorium 
tersebut; 
- Bahwa benar ketika saksi dan rekan-rekan saksi sedang berusaha 
memadamkan api di lahan yang telah terbakar tersebut yakni pada hari 
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Selasa tanggal 23 September 2014 sekira jam 12.00 WIB, kemudian saksi 
diberitahu oleh rekan saksi bahwa areal Distrik Simpang Tiga, Desa 
Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering 
Ilir tempat Para Terdakwa ditangkap oleh saksi dan petugas Kepolisan 
terdapat titik api; 
- Bahwa benar setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian saksi atas 
perintah Pimpinan PT Bumi Mekar Hijau (BMH) melaporkan kejadian 
tersebut kemudian bersama-sama dengan petugas Kepolisian melakukan 
penangkapan terhadap Para Terdakwa; 
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di 
lahan Kawasan Hutan Konserfasi/Hutan Moratorium PT Bumi Mekar 
Hijau (BMH) selain Para Terdakwa terdapat banyak warga yang ikut 
mengambil kayu di lahan tersebut namun pada saat penangkapan terhadap 
Para Terdakwa hanya Para Terdakwa yang masih berada di lokasi 
kebakaran tersebut dan sedang mengambil kayu; 
- Bahwa benar penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut saksi 
bersama-sama dengan rekan-rekan saksi dan petugas Polsek Tulung 
Selapan serta anggota Brimob lakukan pada hari Selasa tanggal 23 
September 2014 sekira jam 12.00 WIB, bertempat di areal Kawasan Hutan 
Konserfasi/Hutan Moratorium PT Bumi Mekar Hijau (BMH) Distrik 
Simpang Tiga, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapan, 
Kabupaten Ogan Komering Ilir, ketika Para Terdakwa sedang mengambil 
kayu bulat dengan cara memotong, membelah, menggesek dengan 
menggunakan alat berupa 2 (dua) mesin chain shaw, 2 (dua) buah pancing 
besi milik Para Terdakwa yang dibawa oleh Para Terdakwa dari 
rumahnya; 
- Bahwa benar Para Terdakwa membawa alat-alat yang digunakan untuk 
menebang, memotong, atau membelah pohon ke dalam kawasan hutan (PT 
Bumi Mekar Hijau (BMH) yang terletak di Desa Simpang Tiga, 
Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir) tersebut 
tanpa izin pejabat yang berwenang; 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas meskipun Terdakwa tidak mengakui 
perbuatannya yang telah melakukan pembakaran lahan tersebut namun bila 
dihubungkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan Para 
Tersangka sendiri (sebagaimana termuat di dalam surat tuntutan) saling 
bersesuaian oleh karena kayu-kayu yang diambil oleh Para Terdakwa 
tersebut berada di dalam rumput/gambut yang telah kering dan untuk 
memudahkan Para Terdakwa mengambil kayu-kayu tersebut yakni dengan 
cara terlebih dahulu Para Terdakwa membakar rumput/gambut tersebut 
sehingga kayu-kayu tersebut terlihat dan dapat dengan mengambilnya 
(memotong, membelah, menggeseknya) dengan menggunakan mesin 
chainshaw yang telah Para Terdakwa persiapkan ; 
Berdasarkan uraian tersebut di atas bila dapat diperoleh suatu PETUNJUK 
bahwa pelaku tindak pidana yang telah “Dengan sengaja melakukan 
pembakaran Iahan” tersebut adalah Terdakwa KARDOMO alias DOMO bin 
USUP dan Terdakwa ALl USMAN bin YAKNI ; 
Berdasarkan uraian tersebut di atas yang didapat dari fakta-fakta 
persidangan, jelas terlihat adanya perbuatan “Dengan sengaja melakukan 
pembakaran lahan” yang dilakukan oleh Terdakwa KARDOMO alias 
DOMO bin USUP dan Terdakwa ALl USMAN bin YAKNI. Dengan 
demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa 
dan mengadili Perkara Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Kag. dan Putusan 
Pengadilan Tinggi Nomor 60/PID/2015/PT PLG telah salah melakukan : 
TIDAK MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN PERATURAN HUKUM 
TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA ; 
Bahwa tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak 
sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung 
yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Kag 
dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 60/PID/2015/PT PLG adalah karena 
: TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN, hal ini terlihat/dapat 
diketahui dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu 
Agung dalam Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Kag tanggal 20 Mei 2015 
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pada halaman 40 sampai dengan halaman 41 yang kemudian dikuatkan oleh 
Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 60/PID/2015/PT PLG tanggal 
30 Juni 2015 menyatakan bahwa “Tidak ada saksi-saksi yang melihat Para 
Terdakwa melakukan pembakaran namun hanya menduga bahwa Para 
Terdakwa yang melakukannya dan seterusnya …………,”. Sehingga dengan 
demikian bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu 
Agung yang memeriksa dan mengadili perkara dalam Putusan Nomor 
74/Pid.Sus/2015/PN Kag maupun putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi 
Palembang Nomor 60/PID/2015/PT PLG putusannya hanya berdasarkan alat 
bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tanpa 
mempertimbangkan alat bukti Surat dan PETUNJUK yang terungkap di 
persidangan ; 
Bahwa selain alasan-alasan tersebut di atas jika dibandingkan dengan 
perbuatan Terdakwa KARDOMO alias DOMO bin USUP dan Terdakwa 
ALI USMAN bin YAKNI yang telah melakukan Tindak Pidana “Dengan 
Sengaja melakukan pembakaran lahan”, maka hukuman tersebut terlalu 
ringan jika dibandingkan dengan akibat/dampak yang telah ditimbulkannya 
sehingga hal itu tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat ; 
Dari uraian di atas, kami berpendapat jelas-jelas putusan Pengadilan Tinggi 
Palembang perkara a quo merupakan putusan yang cacat yuridis, sehingga 
sudah sepatutnya putusan tersebut harus dibatalkan untuk selanjutnya 
diperbaiki oleh Putusan Mahkamah Agung R.l selaku Badan Peradilan 
Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua 
hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara Indonesia diterapkan 
secara tepat dan adil. Dan apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan 
pengadili perkara Terdakwa KARDOMO alias DOMO bin USUP dan 
Terdakwa ALl USMAN bin YAKNI dilakukan secara Arif dan Bijaksana 
dan melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, maka terhadap 
Terdakwa KARDOMO alias DOMO bin USUP dan Terdakwa ALl USMAN 
bin YAKNI seharusnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; 
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Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah salah 
melakukan penerapan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak 
sebagaimana mestinya ; 
 
8. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung 
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi tersebutMahkamah 
Agung berpendapat: 
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena judex facti 
salah atau keliru dalam menerapkan hukum, dalam hal ini meskipun Hakim 
bebas memilih dakwaan yang diajukan Penuntut Umum karena disusun 
secara alternatif, akan tetapi dakwaan yang dipilih haruslah dakwaan yang 
paling relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan; 
- Bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu 
keterangan Para Terdakwa, saksi-saksi, termasuk ahli, menyatakan bahwa 
Terdakwa I dan Terdakwa II ketika menuju hutan telah membawa 2 (dua) 
unit mesin penggesek kayu (chain shaw), 2 (dua) buah pancing untuk 
mengatur dan menaikkan kayu ke atas truk, 1 (satu) buah jerigen yang berisi 
bensin dan korek api gas, yang mana alat-alat tersebut digunakan oleh Para 
Terdakwa untuk memotong kayu dan sekaligus untuk mengambil kayu yang 
tertanam di dalam gambut dengan cara membakar rumput-rumput yang 
tumbuh di atas gambut, sehingga api dari pembakaran tersebut menjalar ke 
berbagai penjuru dan mengakibatkan ribuan hektar lahan menjadi hangus 
terbakar; 
- Bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-
unsur Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 
atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh 
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Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama, oleh karena itu kepada 
Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman; 
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Mahkamah 
Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 
60/PID/2015/PT PLG tanggal 30 Juni 2015 yang menguatkan Putusan 
Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Kag., tanggal 20 
Mei 2015 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus 
dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri atas perkara tersebut 
seperti di bawah ini; 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung 
akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan 
Terdakwa; 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan polusi udara yang berdampak pada 
gangguan pernafasan masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut; 
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian PT Bumi Mekar Hijau 
(BMH); 
Hal-hal yang meringankan ; 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi 
perbuatannya ; 
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut 
Umum dikabulkan dan Para Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam 
tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Terdakwa; 
Memerhatikan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 
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Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; 
 
9. Amar PutusanMahkamah Agung 
Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2372 K/Pid.sus/2015 
tanggal 23 November 2015 yang amar putusannya sebagai berikut: 
MENGADILI 
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut 
Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung tersebut; 
Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 
60/Pid/2015/PT PLG., tanggal 30 Juni 2015 yang menguatkan Putusan 
Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Kag, tanggal 20 
Mei 2015; 
MENGADILI SENDIRI 
1. Menyatakan Terdakwa I Kadomo alias Domo bin Usup dan Terdakwa II 
Ali Usman bin Yakni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembakaran lahan”; 
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara 
masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda 
tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan; 
5. Menetapkan barang bukti berupa; 
- 2 (dua) keping papan jenis kayu sungkit berdiameter panjang 4 (empat) 
meter dan lebar 20 (dua puluh) centi meter; 
Dikembalikan kepada PT. Bumi Mekar Hijau (BMH) melalui Saksi 
Agung E Haryanto; 
- 2 (dua) unit mesin penggesek kayu merk Still warna kuning (chain 
shaw); 
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Dirampas untuk Negara; 
- 1 (satu) bungkus abu dan arang; 
- 2 (dua) buah jerigen minyak (BBM) jenis premium sebanyak lebih 
kurang 3 (tiga) liter dan 1 (satu) buah jerigen warna hitam yang 
berisikan minyak oli bekas warna hitam; 
- 2 (dua) buah pancing besi yang berukuran panjang lebih kurang 50 (lima 
puluh) cm untuk memutar kayu; 
- 1 (satu) buah toples plastik warna putih yang berisikan kunci pas, 
benang, jarum dan korek api gas warna merah; 
- 1 (satu) buah toples plastik warna merah muda yang berisikan 1 (satu) 
korek api gas warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 
1 (satu) buah busi; 
Dirampas untuk dimusnahkan ; 
Membebankan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara 
dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua 
ribu lima ratus rupiah); 
 
B. Pembahasan 
1. Kesesuaian Permohonan Kasasi Penuntut Umum karena Judex 
FactiMengabaikan Alat Bukti Surat dan Petunjuk dalam Perkara 
Pembakaran Lahan dengan Pasal 253 KUHAP 
Pasal 1 butir 12 KUHAP menyebutkan pengertian upaya hukum adalah 
hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan 
yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk 
mengajukan permohonan pengajuan kembali dalam hal serta menurut cara 
yang  diatur Undang-Undang ini. 
Kasasi adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari 
Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari 
Pengadilan-pengadilan terdahulu dan ini merupakan peradilan yang terakhir 
(J.C.T. Simorangkir, 2000: 81). Ketentuan Upaya Hukum Kasasi diatur dalam 
Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP. Tujuan Kasasi adalah untuk 
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menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan 
yang bertentangan dengan Undang-Undang atau keliru dalam menerapkan 
hukum. 
Ketentuan hukum Kasasi diatur dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 
258 KUHAP. Pasal 244 KUHAP menyatakan bahwa Terhadap putusan 
perkara pidana yang diberikan pada tingkat terkahir oleh pengadilan lain 
selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan 
pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. 
Alasan pengajuan Kasasi diatur dalam Pasal 253 KUHAP, yaitu: 
1. Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas 
permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 
248 guna menentukan: 
a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan 
sebagaimana mestinya; 
b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan 
undang-undang; 
c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. 
2. Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan 
sekurang-kurangnya tiga orang Hakim atas dasar berkas perkara yang 
diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri 
dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di 
sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan 
perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat 
terakhir. 
3. Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana 
tersebut pada ayat (1) Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri 
keterangan Terdakwa atau saksi atau Penuntut Umum, dengan 
menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang 
apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula 
memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk 
mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama. 
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4. Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung 
sejak diajukan permohonan Kasasi 
5. a.Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara Kasasi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung wajib 
mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap ditahan 
atau tidak baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan 
Terdakwa. 
b. Dalam hal Terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, 
sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara 
tersebut. 
Alasan-alasan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa Hakim 
Pengadilan Tinggi Palembang dalam pertimbangan hukumnya telah 
mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, 
maka secara yuridis pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi banding adalah 
sama dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama dengan 
demikian dapat kekeliruan peraturan hukum yang tidak diterapkan atau tidak 
diterapkan sebagaimana mestinya yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 
74/Pid.Sus/2015/PN Kag dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 
60/PID/2015/PT PLG tidak menerapkan hukum pembuktian karena hanya 
berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan 
Terdakwa tanpa mempertimbangkan alat bukti Surat dan Petunjuk yang 
terungkap di persidangan. 
Mencermati ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP tentang alasan 
pengajuan Kasasi maka dalam hal ini alasan Penuntut Umum dalam perkara 
pembakaran lahandengan adanya pengabaian alat bukti surat dan petunjuk 
telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. 
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2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah AgungMemutus 
Mengabulkan Kasasi dan Menjatuhkan Pidana Sesuai Tuntutan 
Penuntut Umum dengan Pasal 256 KUHAP 
Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung 
atas permintaaan pihak yang mengajukan Kasasi. Pemeriksaan Kasasi 
dilakukan sekurang-kurangnya oleh tiga orang Hakim atas dasar berkas 
perkara yang diterima dari pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, yang 
terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di 
sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara 
itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir. 
Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan atas keyakinan dari 
Hakim. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung 
keadilan dan mengandung kepastian hukum sehingga pertimbangan Hakim ini 
harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Hakikatnya dalam pertimbangan 
yuridis maupun non-yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu 
tindak pidana apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai 
dengan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dapat dikatakan bahwa 
pertimbangan yuridis secara langsung akan berpengaruh terhadap amar 
putusan Hakim (Lilik Mulyadi, 2010:219). 
Adapun dalam memutus perkara, Hakim akan mempertimbangkannya 
terlebih dahulu. Mengenai pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam 
mengabulkan atau membatalkan suatu Kasasi yang diajukan oleh Penuntut 
Umum/Terdakwa diatur dalam Pasal 256 KUHAP. Di dalam Pasal 256 
KUHAP menyebutkan bahwa ”Jika Mahkamah Agung mengabulkan 
permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah 
Agung membatalkan putusan pengadilan yang diminta Kasasi dan dalam hal 
itu berlaku ketentuan Pasal 255.” 
Pasal 254 KUHAP, “Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa 
permohonan Kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 245, Pasal 246,. Dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah 
Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan Kasasi”. 
Pasal 255 KUHAP: 
1. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak 
diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah 
Agung mengadili sendiri perkara tersebut. 
2. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak 
dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung 
menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang 
bersangkutan memeriksanya . lagi mengenai. bagian yang dibatalkan, atau 
berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara 
tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain. 
3. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau Hakim yang 
bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah 
Agung menetapkan pengadilan atau Hakim lain mengadili perkara 
tersebut. 
Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:  
Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena judex 
facti salah atau keliru dalam menerapkan hukum, dalam hal ini meskipun 
Hakim bebas memilih dakwaan yang diajukan Penuntut Umum karena 
disusun secara alternatif, akan tetapi dakwaan yang dipilih haruslah dakwaan 
yang paling relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. 
Bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu 
keterangan Para Terdakwa, saksi-saksi, termasuk ahli, menyatakan bahwa 
Terdakwa I dan Terdakwa II ketika menuju hutan telah membawa 2 (dua) unit 
mesin penggesek kayu (chain shaw), 2 (dua) buah pancing untuk mengatur 
dan menaikkan kayu ke atas truk, 1 (satu) buah jerigen yang berisi bensin dan 
korek api gas, yang mana alat-alat tersebut digunakan oleh Para Terdakwa 
untuk memotong kayu dan sekaligus untuk mengambil kayu yang tertanam di 
dalam gambut dengan cara membakar rumput-rumput yang tumbuh di atas 
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gambut, sehingga api dari pembakaran tersebut menjalar ke berbagai penjuru 
dan mengakibatkan ribuan hektar lahan menjadi hangus terbakar. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah 
Agung berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut 
Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama, oleh karena itu kepada Terdakwa 
tersebut haruslah dijatuhi hukuman. 
Berdasarkan Pasal 255 ayat (1) KUHAP Mahkamah Agung memutuskan 
untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari Penuntut Umum dan 
membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 60/PID/2015/PT 
PLG tanggal 30 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu 
Agung Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Kag., tanggal 20 Mei 2015 karena 
menganggap Pengadilan Tinggi Palembang tidak menerapkan hukum 
sebagaimana mestinya dengan tidak menerapkan hukum pembuktian dalam 
persidangan. Selain itu Mahkamah Agung juga mengadili sendiri dan 
menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembakaran lahan. 
Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga 
miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti 
dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta menyatakan masa 
penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan. 
Berdasarkan uraian di atas maka pertimbangan Hakim Mahkamah 
Agung dalam memutus mengabulkan Kasasi dan menjatuhkan pidana sesuai 
tuntutan Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 256 KUHAP. 
 
 
 
 
60 
 
BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Simpulan 
1. Permohonan Kasasi Penuntut Umum karena Judex Facti mengabaikan alat 
bukti surat dan petunjuk dalam perkara pembakaran lahan telah sesuai dengan 
Pasal 253 ayat (1) KUHAP karena Hakim Pengadilan Tinggi Palembang 
dalam pertimbangan hukumnya telah mengambil alih seluruh pertimbangan 
hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung sehingga pertimbangan hukum 
Pengadilan Tinggi banding adalah sama dengan pertimbangan hukum 
Pengadilan Tingkat pertama dengan demikian dapat kekeliruan peraturan 
hukum yang tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya 
yaitu tidak menerapkan hukum pembuktian karena hanya berdasarkan alat 
bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tanpa 
mempertimbangkan alat bukti Surat dan Petunjuk yang terungkap di 
persidangan. 
2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung memutus mengabulkan Kasasi dan 
menjatuhkan pidana sesuai tuntutan Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 
256 KUHAP karenajudex facti salah atau keliru dalam menerapkan hukum, 
dalam hal ini meskipun Hakim bebas memilih dakwaan yang diajukan 
Penuntut Umum karena disusun secara alternatif, akan tetapi dakwaan yang 
dipilih haruslah dakwaan yang paling relevan dengan fakta hukum yang 
terungkap di persidangan. Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif 
Pertama, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi 
hukuman.Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan permohonan 
Kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi 
Palembang Nomor 60/PID/2015/PT PLG tanggal 30 Juni 2015 yang 
menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 
74/Pid.Sus/2015/PN Kag., tanggal 20 Mei 2015dan mengadili sendiri dengan 
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menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembakaran lahan. Mahkamah 
Agung menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,- 
(tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka 
diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta menyatakan masa 
penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan. 
 
B. Saran 
Berkaitan dengan pembahasan mengenai tinjauan tentang pengajuan Kasasi 
oleh Penuntut Umum atas dasar diabaikannya alat bukti surat dan petunjuk yang 
terungkap di persidanganoleh Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam 
perkara pembakaran lahanmaka penulis menyarankan sebagai berikut : 
1. Perlu adanya peningkatan akan pemahaman dan kejujuran bagi para Hakim 
dalam menangani berbagai macam perkara agar tidak terjadi lagi kelalaian 
penerapan hukum dalam memutus suatu perkara yang berujung pada 
terhambatnya proses peradilan pidana. 
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan alat-alat bukti 
yang ada dan memperhatikan dengan teliti apakah sudah sesuai dengan fakta-
fakta di persidangan, dan harus mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan 
amar putusan. Dalam hal ini wajib diperhatikan agar supaya putusan yang 
dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan kententuan hukum yang berlaku. 
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